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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD TAUFIQ (B111 07 307), PERJANJIAN PENGELOLAAN 
OBJEK WISATA RAKYAT PANTAI LABOMBO ANTARA PEMERINTAH 
KOTA DAN MASYARAKAT SURUTANGA DI KOTA PALOPO 
(dibimbing oleh AHMADI MIRU dan HARUSTIATI A. MOEIN)  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
perjanjian pengelolaan objek wisata pantai labombo antara pemerintah 
dan masyarakat Surutanga di kota Palopo, dan bagaimana perlindungan 
hukum pemerintah terhadap warga masyarakat Surutanga di kota Palopo 
atas perjanjian pengelolaan objek wisata pantai Labombo oleh pihak 
ketiga CV. Vista. 
Penelitian ini dilaksanakan di Objek Wisata Pantai Labombo 
tepatnya kawasan yang berada di Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara 
Timur kota Palopo. Teknik penelitian menggunakan penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan yang lebih konkrit dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta 
data sekunder berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan yang terkait, buku-buku, tulisan atau makalah-makalah, dan 
dokumen atau arsip serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan 
skripsi ini. 
  Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan Objek Wisata 
Pantai Labombo yang berada di kelurahan Surutanga jelas telah 
dipihakketigakan secara sepihak oleh Kantor Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata yang diberikan kuasa oleh Pemerintah Kota Palopo sebagai 
instansi yang lebih terkait kepada perusahaan swasta yaitu CV. Vista. Hal 
ini tentunya melanggar perjanjian (wanprestasi) terhadap perjanjian awal 
yang telah dibuat oleh masyarakat Surutanga dengan Pemerintah Kota 
Palopo, sehingga masyarakat sebagai alas bukti pihak yang terkait secara 
hukum mempunyai hak untuk dilindungi dengan diperhatikan dalam 
pelaksanaan pengelolaan obyek wisata Pantai Labombo tersebut. Sejak 
dibuatnya perjanjian antara Pemerintah Kota dengan masyarakat 
Surutanga sampai sekarang rencana Pemerintah yang disepakati oleh 
DPRD dan Walikota sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat 
Surutanga belum terealisasi sepenuhnya sehingga mengakibatkan sampai 
sekarang masih ada sebagian besar dari masyarakat Surutanga kawasan 
Pantai Labombo yang masih belum memiliki mata pencaharian lagi. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Objek wisata di Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas. 
Objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan, 
wisata sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati 
yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling menonjol adalah objek 
wisata pantai. 
Khususnya di Sulawesi Selatan, Salah satu obyek wisata pantai 
yang banyak diminati para wisatawan lokal di kota Palopo adalah obyek 
wisata Pantai Labombo. Berada di sebelah timur kota Palopo. Sebuah 
suguhan panorama wisata bahari yang menawan. Sepanjang kawasan 
pantai dipenuhi barisan pohon kelapa dan beberapa gazebo terbangun 
indah. Selepas mata memandang, tampak birunya laut dan tempat 
pelelangan ikan (TPI) dan Pelabuhan Tanjung Ringgit terlihat jelas. 
Sarana rekereasi wisata bahari ini memiliki luas sekitar 2 Ha dan menjadi 
kawasan wisata andalan Palopo. 
Wisata pantai Labombo di kota Palopo telah tumbuh dan 
berkembang menjadi lebih pesat, hal ini tidak lepas dari peran serta 
masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Penyelenggaraan 
pariwisata diarahkan untuk terwujudnya pemerataan pendapatan dan 
pemerataan kesempatan berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisata 
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akan membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat 
pantai tersebut. 
Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah akan 
mendorong sektor yang terkait lebih berkembang. Hal tersebut dapat 
terlaksana dengan baik karena adanya perjanjian yang telah disepakati 
oleh masyarakat dan pemerintah tersebut. 
Dalam hal lain dikehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah 
membuat suatu perjanjian dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu 
hal yang menjadi objek dari perjanjian, baik secara tertulis, maupun 
secara lisan, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, 
perjanjian kerja, dan sebagainya. Subyek hukum yakni orang atau badan 
hukum yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan kreditor, 
sedangkan orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi 
tuntutan atau prestasi itu disebut debitor. Suatu perjanjian dapat 
terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi 
(pemenuhan kewajiban) seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak 
yang dirugikan. Apabila seseorang tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau lalai atau 
ingkar janji.  
Dalam prakteknya, masalah wanprestasi sudah sering terjadi 
diantara para pihak yang membuat perjanjian, baik yang melibatkan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik 
(Publiek Rechtspersoon) menyangkut kewenangannya untuk kepentingan 
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umum, melibatkan Badan Hukum Privat (Privaat Rechtspersoon) yakni 
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, serta yang melibatkan 
masyarakat sebagai individu dengan masyarakat lainnya. 
Pada dasarnya surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku 
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu 
untuk membuat surat perjanjian diperlukan ketelitian dan kecermatan dari 
para pihak. 
Dalam pembuatan surat perjanjian tidak ada ketentuan dalam 
Undang-Undang yang mengatur tentang format perjanjian/ kontrak, hal 
yang paling penting diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW (Burgerlijk 
Wetboek). 
Perlu diketahui pula, bahwa pembuatan surat perjanjian tidak 
semudah dan sesederhana yang dibayangkan, karena untuk membuat 
surat perjanjian harus melalui beberapa tahapan : 
1. Pra Penyusunan 
2. Tahap Penyusunan 
3. Pasca Penyusunan 
Pada setiap tahapan tersebut ada beberapa langkah yang harus 
dilakukan, sehingga surat perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-
undang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 
4 
Oleh karena itu sangat penting juga untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk memberikan hak 
dan kewajiban bagi kreditor dan debitor tersebut. 
Rumusan yang berlaku umum adalah semakin banyak detil 
dimasukkan dalam suatu perjanjian/ kontrak, maka akan semakin baik 
pula perjanjian/ kontrak tersebut. Karena kalau kepada masalah sekecil-
kecilnya sudah disetujui, kemungkinan untuk timbul perselisihan di 
kemudian hari dapat ditekan serendah mungkin. Karena itu tidak 
mengherankan jika dalam dunia bisnis terdapat perjanjian/ kontrak yang 
jumlah halamannya puluhan bahkan ratusan lembar. Hanya saja demi 
alasan praktis terkadang perjanjian/ kontrak sengaja dibuat tipis. Hal ini 
dilakukan karena yang dilakukan baru hanya ikatan dasar, di mana para 
pihak belum bisa berpartisipasi atau belum cukup waktu untuk memikirkan 
detail-detailnya dan agar ada suatu komitmen di antara para pihak, 
sementara detailnya dibicarakan dikemudian hari.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka fokus penelitian 
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1.  Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengelolaan objek wisata 
pantai Labombo antara pemerintah kota dan masyarakat Surutanga di 
kota Palopo? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap warga 
masyarakat Surutanga di kota Palopo atas perjanjian pengelolaan 
objek wisata pantai Labombo oleh pihak ketiga CV. Vista? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan 
objek wisata pantai Labombo antara pemerintah kota dan 
masyarakat Surutanga di kota Palopo. 
2. Mengetahui perlindungan hukum pemerintah terhadap warga 
masyarakat Surutanga di kota Palopo atas perjanjian pengelolaan 
objek wisata pantai Labombo oleh pihak ketiga CV. Vista. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Teoritis : 
1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu 
hukum. 
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 
untuk pembahasan mengenai perjanjian dan dapat dijadikan 
sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan 
yang terkait dengan hal tersebut. 
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Kegunaan Praktis : 
1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan 
pemerintah, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang 
berkenaan dengan perjanjian. 
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi 
tentang perjanjian. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perjanjian dan Pengelolaan 
1. Perjanjian  
a. Pengertian Perjanjian 
Istilah perjanjian/ kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu 
contracts. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan 
overeenkomst (perjanjian)1. 
Di dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan, bahwa 
apa yang dimaksud dengan Perjanjian adalah : 
 Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah2 : 
1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; 
2. tidak tampak asas konsensualisme; 
3. bersifat dualisme. 
 Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut 
hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum 
pun disebut dengan perjanjian.  
                                                           
1 http://ocw.usu.ac.id/.../kn_508_slide_syarat-
syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak(1).pdf, diakses pada tanggal 7 Agustus 2012 
pada pukul 23.00 WITA 
2
 Salim H.S., 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 15 
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 Pengertian tersebut tidak begitu lengkap, tetapi sudah jelas bahwa 
dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak 
lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang 
adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. 
 Selain dari definisi perjanjian menurut Undang-Undang yang telah 
dikemukakan di atas masih ada beberapa definisi perjanjian menurut para 
pakar yang akan dikemukakan penulis untuk lebih memperjelas apa yang 
dimaksud dengan perjanjian. 
Menurut ahli hukum Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah3 : 
“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” 
 Pengertian ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi 
juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang 
mendahuluinya. Pengertian yang dikemukakan oleh van Dunne 
memasukkan akibat hukum sebagai suatu unsur dari perjanjian.  
Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut van Dunne, 
yaitu4 : 
1.  Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. 
2.  Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak 
antara para pihak. 
3.  Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 
                                                           
3 Winda Yunita. Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi Pemberian Ganti Rugi dalam Perjanjian 
Sewa-Menyewa Ruko . Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010. Hlm.23-25 
 
4 Salim H.S., op.cit., hlm. 16 
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Ahli hukum Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengartikan:,  
“kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, 
tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama 
saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang 
oleh seseorang atau keduanya dari mereka.” 
 
 Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi juga 
menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi 
dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak, yaitu sebagai berikut5 : 
1.  The agreement fact between the parties (adanya kesepakatan 
tentang fakta antara kedua belah pihak). 
2.  The agreement as written (persetujuan dibuat secara tertulis). 
3.  The set of rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang 
yang berhak dan berkewajiban untuk membuat : (1) kesepakatan 
dan (2) persetujuan tertulis). 
Adapun perjanjian menurut Komariah sebagai ahli hukum 
mengemukakan bahwa : 
“Dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu.”  
 
 Dari pengertian perjanjian yang diuraikan oleh Komariah terdapat 
perbedaan persesuaian dengan perjanjian menurut van Dunne yaitu tidak 
adanya akibat hukum yang merupakan hasil dari perjanjian tetapi hanya 
ada sepakat untuk melaksanakan sesuatu. 
 Satu hal yang kurang dari berbagai definisi kontrak yang 
dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak semata-mata 
                                                           
5 Ibid, hlm. 16 
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hanya orang-perorangan. Akan tetapi dalam praktiknya, bukan hanya 
orang-perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum 
yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, berbagai definisi 
tersebut, perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut ahli hukum Salim 
H.S., bahwa kontrak atau perjanjian merupakan6 : 
“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek 
hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui 
bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu 
juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.” 
 
Unsur-unsur yang tercantum pada definisi terakhir ini adalah7 : 
1. Adanya hubungan hukum 
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan 
akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan 
kewajiban. 
1. Adanya subjek hukum 
Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 
2. Adanya prestasi 
Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan 
tidak berbuat sesuatu. 
3. Di bidang harta kekayaan. 
 
 
 
 
                                                           
6
 Ibid, hlm. 17 
7 Ibid, hlm. 17 
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b. Jenis-Jenis Perjanjian 
 Dalam BW dikenal beberapa jenis perjanjian, namun yang 
dimaksud tersebut pada dasarnya adalah jenis-jenis perjanjian atau jenis-
jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak yang dimaksud adalah kontrak yang 
bukan merupakan kontrak yang bersahaja atau kontrak yang dapat 
dilaksanakan dengan mudah karena para pihak hanya terdiri atas masing-
masing satu orang dan objek kontraknya pun hanya satu macam, dan 
lain-lain yang terkait dengan kontrak tersebut serba bersahaja. Kontrak 
yang tidak bersahaja yang dimaksud adalah sebagai berikut8 : 
1) Kontrak Bersyarat 
Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada 
suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum 
tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dapat dibagi dua, yaitu 
kontrak dengan syarat tangguh dan kontak dengan syarat batal. 
Suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat tangguh jika untuk 
lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa 
tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi sedangkan 
suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat batal jika untuk 
batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan pada 
suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. 
Contoh suatu kontrak dengan syarat tangguh adalah jika 
seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain kalau ia lulus 
                                                           
8
 Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 52 
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untuk sekolah di luar negeri. Artinya, jadi tidaknya rumah tersebut 
disewakan tergantung pada lulus tidaknya pemilik rumah untuk 
sekolah di luar negeri. Jadi kalau lulus, rumahnya jadi disewakan. 
Sementara itu, kalau tidak lulus, rumah tersebut tidak jadi 
disewakan. 
Dalam Hukum Perjanjian, pada asasnya suatu syarat batal 
selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat 
batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan 
perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada 
keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, 
demikianlah Pasal 1265 Kitab Undanng-undang Hukum Perdata. 
Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk 
mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang 
dimaksudkan itu terjadi9.  
 
2) Kontrak dengan Ketetapan Waktu 
Berbeda dari kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan 
waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, 
melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak. 
Sebagai contoh bahwa dalam suatu kontrak para pihak 
menetapkan suatu waktu tertentu untuk melakukan pembayaran. 
Ini berarti kontraknya sudah lahir hanya pembayarannya yang 
ditentukan pada suatu waktu yang akan datang. Dengan demikian, 
                                                           
9 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 6 
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pihak kreditor tidak boleh menagih pembayaran tersebut sebelum 
waktu yang telah disepakati telah sampai. Akan tetapi, jika debitor 
membayar sebelum jangka waktu tersebut telah sampai, 
pembayaran tersebut tidak dapat ditarik kembali. 
Suatu syarat yang mengandung suatu peristiwa yang belum 
pasti akan terjadinya, adalah kebalikan dari suatu ketetapan waktu 
yang pasti. 
Apabila saya menjual sawah saya kalau sudah panenan atau 
menjual sapi saya kalau sapi itu sudah beranak, maka perjanjian-
perjanjian itu merupakan perjanjian-perjanjian dengan ketetapan 
waktu. Bagaimana apabila saya menjual rumah saya dengan 
ketentuan kalau penghuninya yang sekarang ini meninggal? 
Apakah itu suatu perjanjian bersyarat atau suatu perjanjian dengan 
ketetapan waktu ? lazimnya itu dianggap juga sebagai perjanjian 
dengan ketetapan waktu. Sebab, matinya seseorang biarpun tidak 
pasti kapan, adalah suatu peristiwa yang pasti akan datang. 
 
3) Kontrak Mana Suka atau Alternatif  
Kontrak mana suka atau alternatif ini mungkin jarang kita temui 
dalam praktik, tetapi hal ini dimungkinkan dalam hukum kontrak. 
Dalam perikatan semacam ini, debitor dibebaskan jika ia 
menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam 
perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa kreditor untuk menerima 
sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. 
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Hak memilih ada pada debitor, jika hak ini tidak secara tegas 
diberikan kepada kreditor10. 
Misalnya yang menjadi pilihan dalam kontrak tersebut adalah 
apakah debitor akan menyerahkan dua ekor kuda atau tiga ekor 
kerbau, atau tiga ekor sapi. Dengan demikian, apabila debitor 
menyerahkan salah satu dari tiga kemungkinan tersebut, debitor 
dinyatakan telah memenuhi prestasi, namun debitor tidak boleh 
memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari alternatif yang 
lain. Jadi, pada contoh di atas debitor tidak boleh memaksa kreditor 
untuk menerima dua ekor kerbau dan satu ekor sapi, walaupun 
mungkin harganya sama atau bahkan lebih mahal. 
Apabila salah satu dari barang-barang yang dijanjikan musnah 
atau tidak lagi dapat diserahkan, maka perikatan mana suka itu 
menjadi suatu perikatan murni dan bersahaja. Jika kedua barang 
itu telah hilang dan debitor bersalah tentang hilangnya salah satu 
barang tersebut, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang 
hilang paling akhir. 
Asas-asas sebagaimana diutarakan di atas, berlaku juga, baik 
jika lebih dari dua barang termaktub dalam perjanjian, maupun jika 
perjanjiannya bertujuan melakukan suatu peraturan. 
 
 
                                                           
10 Ibid, hlm. 7 
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4) Kontrak Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung 
Suatu kontrak dikatakan tanggung menanggung jika dalam 
kontrak tersebut terdiri atas beberapa orang kreditor, dan dalam 
kontrak tersebut secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing 
kreditor berhak untuk menagih seluruh utang atau pembayaran 
seluruh utang kepada salah seorang kreditor lain yang akan 
membebaskan kreditor pada kreditor lainnya. Dengan demikian, 
apabila debitor belum digugat di depan pengadilan, debitor berhak 
memilih kepada siapa dia akan membayar utangnya. 
Kreditor berhak untuk menyetujui pembagian utang dari salah 
seorang debitor sehingga debitor-debitor lainnya tetap berhutang 
secara tanggung-menanggung, tetapi jumlah utangnya telah 
dikurangi dengan utang dari debitor yang utangnya telah dibagi. 
Jadi misalnya, ada lima orang debitor yang berutang sebesar Rp. 
1.000.000,00 tetapi salah seorang diantaranya disetujui untuk 
dibagi utangnya atau dibebaskan dari utang tanggung-menanggung 
oleh kreditor yaitu sebesar Rp. 200.000,00, empat debitor lainnya 
masih tetap berutang secara tanggung-menanggung tetapi 
jumlahnya sisa Rp. 800.000,00. 
Suatu perikatan tanggung-menanggung harus dengan tegas 
diperjanjikan atau ditetapkan dalam Undang-Undang. Contoh-
contoh dimana Undang-Undang menetapkan suatu tanggung jawab 
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secara tanggung-menanggung dalam suatu perjanjian khusus 
adalah11 : 
Jika beberapa orang bersama-sama menerima suatu barang 
secara peminjaman, maka mereka masing-masing untuk 
seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang meberikan 
pinjaman (Pasal 1749 KUHPerdata). 
Dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa. Jika 
seorang jurukuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili 
suatu urusan bersama, maka masing-masing mereka bertanggung 
jawab untuk seluruhnya terhadap jurukuasa tersebut yang 
menyangkut segala akibat dari pemberian kuasa itu (Pasal 1811 
KUHPerdata). 
Dalam perjanjian penanggungan (borgtocht), maka jika 
beberapa orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung 
untuk seorang debitor yang sama, mereka itu masing-masing 
terikat untuk seluruh utang (Pasal 1836 KUHPerdata). 
 
5) Kontrak yang Dapat Dibagi dan tak Dapat Dibagi 
Suatu kontrak digolongkan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi 
tergantung pada kontrak yang prestasinya berupa barang atau jasa 
yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, baik secara nyata 
maupun secara perhitungan. Namun demikian, walaupun barang 
atau jasa tersebut sifatnya dapat dibagi, suatu kontrak dianggap 
                                                           
11 Ibid, hlm. 9 
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tidak dapat dibagi jika berdasarkan maksud kontrak penyerahan 
barang atau pelaksanaan jasa tersebut tidak dapat dibagi. 
Apabila suatu utang itu tidak dapat dibagi, tiap orang yang 
sama-sama memikul utang tersebut bertanggung jawab memenuhi 
seluruh utang, walaupun kontrak tersebut tidak dibuat dengan 
tanggung-menanggung. Hal ini juga berlaku bagi ahli waris debitor 
jika utangnya merupakan utang yang tidak dapat dibagi.  
Tiap ahli waris dari kreditor dapat menuntut pelaksanaan 
seluruh prestasi jika kontrak tersebut merupakan kontrak yang tidak 
dapat dibagi, namun tidak seorangpun dari mereka dapat 
membebaskan seluruh utang atau menerima harganya sebagai 
ganti barangnya. 
Jika ada seorang ahli waris yang membebaskan utang debitor 
atau telah menerima harga barang bagiannya, ahli waris lain tidak 
boleh menuntut penyerahan barang yang tidak dapat dibagi 
tersebut, kecuali dengan memperhitungkan bagian ahli waris yang 
telah memberikan pembebasan utang atau menerima harga barang 
bagiannya. 
Akibat hukum yang terpenting dari dapat atau tidak dapat 
dibaginya suatu perikatan adalah sebagai berikut12 :  Dalam hal 
suatu perikatan tidak dapat dibagi, maka tiap-tiap kreditor berhak 
menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitor, sedangkan 
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masing-masing debitor, diwajibkan memenuhi prestasi tersebut 
seluruhnya. Satu dan lain, sudah barang tentu dengan pengertian, 
bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari satu 
kali. Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi, tiap-tiap kreditor 
hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari 
prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitor juga hanya 
mewajibkan memenuhi bagiannya. 
 
6) Kontrak dengan Ancaman Hukuman 
Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang 
memberikan jaminan kepada kreditor bahwa debitor akan 
memenuhi prestasi, dan ketika debitor tidak memenuhi prestasi 
tersebut, debitor diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan 
sesuatu. Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim manakala 
debitor telah memenuhi sebagian prestasinya. 
Pada dasarnya ancaman hukuman adalah ganti kerugian yang 
ditetapkan lebih dahulu oleh para pihak manakala debitor lalai 
memenuhi prestasinya sehingga kreditor tidak diperkenankan 
menuntut prestasi pokok bersama-sama dengan ancaman 
hukumannya, kecuali kalau ancaman hukuman itu sekedar 
dijatuhkan terhadap keterlambatan pemenuhan prestasi. 
Misalnya, saya mengadakan suatu perjanjian dengan seorang 
pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai 
pada tanggal 16 Juli 2012, dengan ketentuan, si pemborong akan 
19 
dikenakan denda Rp. 100.000,00 untuk tiap bulan terlambat. Atau 
seorang pedagang lain, supaya orang tidak mendirikan suatu 
perusahaan yang menyaingi perusahaannya, dengan ketentuan 
apabila ia melanggar perjanjian itu, ia dikenakan denda Rp. 
1.000.000,00. Jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan yang 
dicantumkan dalam perjanjian itu mengandung hukuman untuk 
mendorong ke arah penaatan  perjanjian itu sendiri. 
Perikatan dengan ancaman hukuman harus kita bedakan dari 
perikatan mana suka, dimana debitor boleh memilih antara 
beberapa macam prestasi. Dalam perikatan dengan ancaman 
hukuman, hanya ada satu prestasi yang harus dilakukan oleh 
kreditor. Kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut. Barulah ia 
harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman. 
Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukum atau 
denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-
kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 hakim diberikan 
wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu, 
apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, 
asal debitor sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa 
untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau 
berat13.  
  
                                                           
13 Ibid, hlm. 12 
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c. Syarat Sahnya Perjanjian 
Dalam KUH Perdata syarat sahnya perjanjian tercantum pada 
Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu 
perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara 
satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah 
pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/ diketahui 
orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan 
kehendak, yaitu dengan14 : 
1. bahasa yang sempurna dan tertulis; 
2. bahasa yang sempurna secara lisan; 
3. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 
lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang 
menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 
dimengerti oleh pihak lawannya; 
4. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; 
5. diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak 
lawan. 
Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk 
terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai 
                                                           
14 Halim H.S., op.cit., hlm. 23 
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cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan 
penerimaan atas penawaran tersebut. 
Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, seia sekata 
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan itu. 
Jadi sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak 
lainnya dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan 
dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa 
yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara 
melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, siapa yang 
melaksanakannya. 
Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara 
terjadinya kesepakatan/ terjadinya penawaran dan penerimaan 
adalah15 : 
a) dengan cara tertulis; 
Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis 
biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan 
maupun dengan akta autentik. 
Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para 
pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat 
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akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi 
wewenang untuk itu. 
Berbeda dari akta di bawah tangan yang tidak melibatkan 
pihak berwenang dalam pembuatan akta, akta autentik 
adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 
berwenang. 
b) dengan cara lisan; 
Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan 
yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan 
secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu 
perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian 
antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, misalnya 
seorang membeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak 
perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara 
lisan antara para pihak. 
Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh 
para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara 
lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian 
secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum 
bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, 
dikala timbul sengketa di kemudian hari16. 
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c) dengan simbol-simbol tertentu; 
Cara terjadinya kesepakatan dengan simbol-simbol tertentu 
ini mungkin juga banyak terjadi pada perjanjian-perjanjian 
yang terlarang, misalnya jual beli narkoba dan hal-hal 
terlarang lainnya. 
d) dengan berdiam diri. 
Kesepakatan dapat pula terjadi dengan hanya berdiam diri, 
misalnya dalam hal perjanjian pengangkutan. Jika kita 
mengetahui jurusan mobil-mobil penumpang umum, kita 
biasanya tanpa bertanya mau kemana tujuan mobil tersebut 
dan berapa biayanya, tetapi kita hanya langsung naik dan 
bila sampai ditujuan kita pun turun dan membayar biaya 
sebagaimana biasanya sehingga kita tidak pernah 
mengucapkan sepatah kata pun kepada sopir mobil 
tersebut, namun pada dasarnya sudah terjadi perjanjian 
pengangkutan.  
 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan 
atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana 
yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
Jadi kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti 
kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang 
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menimbulkan akibat hukum sebagai mana ditentukan dalam 
Undang-Undang. 
Namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu 
pihak yang mengadakan perjanjian/ kontrak adalah tidak cakap 
menurut hukum. 
Seseorang dianggap tidak cakap apabila17 : 
1) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah. 
2) Berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu 
atau boros. 
Sementara itu, dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak 
cakap untuk membuat perjanjian adalah : 
1) Orang-orang yang belum dewasa. 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 
3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada 
siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu. 
Khusus nomor 3 (tiga) di atas mengenai perempuan dalam hal 
yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi 
lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal 
membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang 
oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak 
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tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak 
berwenang membuat perjanjian tertentu. 
Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang 
membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian 
itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar 
akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. 
Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang 
membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan 
kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang 
sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta 
kekayaannya. 
Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi 
tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu 
perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut 
hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia 
berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama 
dengan anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum 
dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang 
dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili 
oleh pengampu atau kuratornya18. 
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3) Suatu hal tertentu; 
Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan 
atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat 
ditentukan jenisnya. 
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi 
objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 
apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak 
kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. 
Prestasi terdiri atas19 : 
1. memberikan sesuatu. 
2. berbuat sesuatu, dan 
3. tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).  
Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/ pokok 
perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan 
menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. 
Menurut Kartini Muljadi20 : 
Bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 
sesuatu, kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak 
menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti 
melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan 
yang tertentu. 
 
Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa 
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 Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm. 93 
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barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat 
sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat 
berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, 
dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, 
menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk 
menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh 
salah satu pihak. 
 
4) Suatu sebab yang halal 
Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi 
perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan 
salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan 
seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang 
dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. 
Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian 
atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya 
tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada asasnya 
tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang 
atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh 
hukum atau Undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam 
masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya 
mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau dalam waktu 
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singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai 
uang akan terus menurun.   
Suatu sebab yang halal berarti juga suatu sebab yang oleh 
Undang-Undang tidak dilarang, tidak bertentangan dengan hukum, 
tidak melanggar kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad 
sejak tahun 1927 mengartikan Orzaak (suatu sebab yang halal) 
sebagai tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor 
kepada B. Tetapi sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah 
barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari 
pihak B, karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang 
yang sah. 
Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena 
menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 
syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena 
menyangkut objek perjanjian21. 
Apabila syarat yang pertama dan kedua tidak terpenuhi maka 
perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat 
mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian 
yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang 
keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga 
dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. 
Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. 
                                                           
21 Salim H.S., op.cit., hlm. 25 
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d. Asas-Asas Perjanjian 
 Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-
hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi 
perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan 
pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur 
dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya 
menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan 
pelaksanaannya dan pemenuhannya. 
Komariah sebagai ahli hukum menyebutkan asas-asas dalam 
perjanjian, meliputi22 : 
 1. Asas Konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara 
kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Asas konsensualitas 
dapat kita simpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah atau 
mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal 
pokok dari perjanjian itu. 
   Asas konsensualitas ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak 
karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual 
sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku. 
   Asas konsensualitas muncul diilhami dari hukum Romawi dan 
hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal asas 
konsensualitas, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan 
                                                           
22 Komariah, 2001, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 174 
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perjanjian formil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat 
dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). 
Sedangkan yang disebut perjanjian formil adalah suatu perjanjian 
yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta 
autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi 
dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominaat. 
Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk 
yang telah ditetapkan. Asas konsensualitas yang dikenal dalam 
KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian23.  
 2. Asas Kepribadian (Personalitas), merupakan asas yang 
menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau 
membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja24.  
   Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH 
Perdata. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan 
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan perjanjian 
yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang 
membuatnya. 
   Namun, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang 
pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata, ruang 
lingkupnya lebih luas. Jika dibandingkan, maka dalam Pasal 1317 
KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, 
sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan : 
                                                           
23
 Salim H.S., loc.ci.t, hlm. 10 
24 Salim H.S., op.cit., hlm. 13  
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  a.  dirinya sendiri, 
  b.  ahli warisnya, dan 
  c.  orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. 
   Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti 
dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, 
umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan.   
 3. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat 
perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang yang dikenal 
sebagai perjanjian bernama dan perjanjian yang tidak diatur dalam 
Undang-Undang atau perjanjian tidak bernama (Innominaat). 
   Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III BW yang hanya 
merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat 
menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-
Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.  
  Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk25 : 
  1.  membuat atau tidak membuat perjanjian; 
  2.  mengadakan perjanjian dengan siapapun; 
  3.  menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, dan 
persyaratannya; 
  4.  menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 
                                                           
25 Salim H.S., op.cit., hlm. 9-10 
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   Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah 
adanya paham individualisme yang secara embrional lahir pada 
zaman Yunani. Menurut paham ini, sistem orang bebas untuk 
memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas 
ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.  
   Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, 
paham individualisme mulai pudar, terlebih sejak berakhirnya 
Perang Dunia II. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. 
Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat 
perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan 
dalam arti mutlak, tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan 
kepentingan umum. Pengaturan sustansi kontrak tidak semata-
mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi. 
Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga 
keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 
Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi 
pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui campur 
tangan pemerintah ini terjadi pemasyarakatan 
(vermastchappeljking) hukum kontrak. 
 4.  Asas Mengikat, artinya masing-masing pihak dalam perjanjian 
tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta 
tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi 
perjanjian. 
33 
   Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan 
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
   Asas mengikat biasa juga disebut dengan asas kepastian 
hukum. Pada mulanya asas ini dikenal dalam hukum gereja. Di 
dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu 
perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan 
dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap 
perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan 
yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, 
dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti 
sepakat tidak perlu dikaitkan dengan sumpah dan tindakan 
formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan 
sepakat saja26. 
 5.  Asas Itikad Baik, artinya perjanjian bagi masing-masing pihak harus 
menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 
Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
   Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik 
nisbi dan mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan 
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik 
yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, 
                                                           
26 Salim H.S., loc.cit., hlm. 10-11 
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dibuat ukuran yang yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian 
tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif27. 
   Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan 
peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian 
bahkan kesepakatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan 
lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut 
sehingga  dalam perundangan-perundangan atau perjanjian antara 
para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu 
hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan 
hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua 
belah pihak itu harus bertindak dengan mengikat kepentingan-
kepentingan yang wajar dari pihak lain28. 
 
e. Unsur-Unsur dalam Perjanjian 
 Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga 
unsur dalam perjanjian, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
suatu perjanjian sehingga kita akan dengan mudah menggolongkan suatu 
perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikatan, yaitu perikatan 
untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau 
perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya. 
Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga 
unsur dalam perjanjian, meliputi29 : 
                                                           
27 Ibid, hlm. 10-11  
28 J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, Perbuatan Melawan Hukum, Ujung Pandang: Dewan 
Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, 1988., hlm. 15 
29 Ahmadi Miru. Op.cit,. hlm. 27 
35 
 1.  Unsur Esensial  
Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu 
kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial 
ini maka tidak akan ada kontrak. Contoh : dalam kontrak jual beli 
harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa 
kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli 
tersebut batal demi hukum, karena tidak ada hal tertentu yang 
diperjanjikan. 
 2.  Unsur Naturalia 
Unsur ini merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-
Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam 
kontrak, Undang-Undang yang mengaturnya. Dengan demikian 
unsur ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam 
kontrak. Contoh : jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang 
cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW 
bahwa penjual yang harus menanggung catat tersembunyi. 
 3.  Unsur Aksidental 
Unsur ini merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para 
pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contoh : dalam kontrak 
jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak 
debitor lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang 
yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui 
pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering 
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ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsure 
esensial dalam kontrak tersebut. 
 
f. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Lahirnya Perjanjian 
Ada enam teori yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian30, yaitu : 
 1.  Teori Pernyataan/ Ucapan (Uitings Theorie) 
Menurut teori ini, kesepakatan itu ada atau terjadi atau 
perjanjian itu lahir pada saat ada pernyataan penerimaan dari 
orang yang menerima penawaran. Teori ini menyulitkan karena 
sulit untuk dibuktikan. Dalam prakteknya, suatu kesepakatan yang 
dilakukan oleh dua pihak yang melakukan kontrak dengan 
perantaraan surat adalah bukan kesepakatan mengenai unsur 
esensialnya dari kontrak tersebut karena unsur esensialnya sudah 
disepakati secara lisan melalui telepon. Jadi, yang disepakati 
adalah melalui surat hanyalah klausul-klausul aksidentalianya. 
 2.  Teori Pengiriman (Verzending Theorie) 
Menurut teori ini, sepakat itu terjadi pada saat pengiriman 
jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang 
diterimanya dari pihak lain. Sebagai contoh, apabila X yang berada 
di Surabaya mengirimkan penawaran satu unit computer kepada Y 
yang berada di Jakarta dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta 
rupiah). Apabila Y setuju dengan penawaran itu, si X pun menulis 
surat kepada si Y bahwa dia menyetujui penawaran tersebut. 
Kesepakatan baru terjadi setelah surat itu dikirim. Jadi, perjanjian 
                                                           
30 Ahmadi Miru. Ibid., Hlm.32-36 
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itu sudah lahir pada saat surat balasan tersebut dikirim dan tidak 
dapat dibatalkan sevara sepihak. 
 3.  Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie) 
Menurut teori ini, sepakat itu terjadi jika pihak yang melakukan 
penawaran sudah mengetahui adanya penerimaan penawaran 
tersebut. Hal ini juga tidak diterangkan lebih lanjut karena 
esensinya sama denga teori penerimaan dan kapan seorang 
mengetahui isi surat yang diterimanya juga sulit dibuktikan.  
 4.  Teori Penerimaan (Ontvangs Theorie) 
Sepakat terjadi/ perjanjian terjadi manakala jawaban atas 
penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut 
telah diterima oleh pihak yang menawarkan. 
 5.  Teori Kotak Pos  
Teori kotak pos mengatakan bahwa terjadinya kesepakatan 
pada saat dimasukkannya jawaban penerimaan atas penawaran ke 
dalam kotak pos. Hal ini tidak diterangkan lebih lanjut karena 
esensinya sama dengan teori pengiriman, yakni surat tersebut 
sudah lepas dari kekuasaan pihak yang menerima penawaran. 
 6.  Teori Dugaan 
Teori dugaan, yakni terjadinya kesepakatan pada saat pihak 
yang menerima penawaran sudah menduga bahwa suratnya yang 
berisi penerimaan  sudah diterima oleh pihak yang menawarkan. 
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 Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas, tidak ada 
satupun teori yang dianut oleh Ahmadi Miru karena beliau mengatakan 
bahwa : 
“Teori yang paling tepat untuk dianut adalah teori yang paling 
sedikit menimbulkan kerugian bagi para pihak karena teori 
manapun yang dianut pasti ada untung dan ruginya bagi para 
pihak.” 
 
g. Bentuk-Bentuk Perjanjian 
 Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis 
dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yag dibuat oleh para 
pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan 
kesepakatan para pihak). 
Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan 
berikut ini31 : 
 1.  Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para 
pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat 
pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal 
oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari 
perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti 
yang diperlukan. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa 
keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak 
dapat dibenarkan. 
                                                           
31 Salim H.S., op.cit., hlm. 33 
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 2.  Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan 
para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-
mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. 
Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan 
hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja 
menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut 
adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 
 3.  Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk 
akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan 
di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang 
berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. 
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para 
pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. 
 Ada tiga fungsi notariel (akta autentik), yaitu32 : 
 1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah 
mengadakan perjanjian tertentu; 
 2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam 
perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 
 3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, 
kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan 
perjanjian. Hal itu juga menentukan bahwa perjanjian sesuai 
dengan kehendak para pihak. 
                                                           
32 Halim H.S., loc.cit. 
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h. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian 
 Pada dasarnya setiap pembuatan perjanjian memerlukan biaya. 
Biaya-biaya itu meliputi33 : 
 1.  Biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang 
diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi; 
 2.  Biaya negosiasi, meliputi biaya penyiapan, biaya penulisan kontrak, 
  dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci; 
 3.  Biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek; 
 4.  Biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase; 
 5.  Biaya kekeliruan hukum, yang merupakan biaya sosial. Biaya ini  
 akan muncul apabila hakim membuat kesalahan dalam memutus 
 suatu kasus. Hal ini akan membuat kesalahan pada kasus-kasus 
 berikutnya. 
 
2. Pengelolaan 
a. Pengertian Pengelolaan 
Ditinjau dari segi etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata 
“kelola” dan kata kerjanya “mengelola” atau mengelolakan. 
Mengelola(kan) berarti mengurus, melakukan, penyelenggarakan. 
Sedangkan ditinjau dari terminologi atau pengertiannya, Drs. Winarno 
Hamiseno sebagaimana dikutip oleh Drs. Suharsimi Arikunto menjelaskan 
Pengelolaan adalah Substansi dari mengelola. Sedangkan mengelola 
berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, 
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mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan 
penilaian. Dijelaskan selanjutnya bahwa pengelolaan menghasilkan 
sesuatu dan sesuatu itu34. 
 
b. Tujuan Pengelolaan 
 Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber, peralatan atau 
sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian 
rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, 
tenaga, materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan 
dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan 
atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan 
lebih sulit. Disini ada 3 alasan diperlukannya pengelolaan35 : 
 1). Untuk mencapai tujuan. Disini pengelolaan dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan organisasi dan pribadi. 
 2).  Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling 
bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga 
keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan- 
kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan 
dalam suatu organisasi. 
 3).  Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi 
dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara 
yang umum yaitu efisien dan efektivitas. 
                                                           
34 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2258044-pengertian-pengelolaan-
pembelajaran/, diakses pada tanggal 18 Februari 2012 pukul 19.00 WITA 
35
 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2258046-tujuan-pengelolaan-pembelajaran/, 
diakses pada tanggal 18 Februari 2012 pukul 20.30 WITA  
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Tujuan pengelolaan atau manajemen akan tercapai jika langkah-
langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Dr. 
Made Pidarta, menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan 
manajemen berdasarkan tujuan sebagai berikut : 
 1.  Menentukan strategi. 
 2.  Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab. 
 3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan 
batasan waktu. 
 4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana. 
 5.  Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. 
 6.  Menentukan ukuran untuk menilai. 
 7.  Mengadakan pertemuan. 
 8.  Pelaksanaan. 
 9.  Mengadaan penilaian 
 10. Mengadakan review secara berkala. 
 11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- 
ulang. 
 
B. Prestasi dan Wanprestasi 
Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan 
istilah Performance merupakan kewajiban dalam suatu hubungan hukum 
perikatan36. Jadi, prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para 
                                                           
36
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Jual Beli (Seri Hukum Perikatan), PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 20  
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pihak dalam suatu kontrak. Prestasi tersebut memiliki beberapa wujud, 
yaitu37 : 
1.  Benda 
  Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. 
Penyerahaan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau 
penyerahan kenikmatannya saja. Apabila benda tersebut belum 
diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut 
berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat 
barangnya sendiri. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah 
apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai 
menyerahkannya. 
2.  Tenaga atau keahlian 
  Prestasi berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-
pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya. 
  Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa 
keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga 
pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapa pun yang 
mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa 
keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa 
persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh 
karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan 
berbeda.  
                                                           
37 Ahmadi Miru, op.cit., hlm. 68 
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3.  Tidak berbuat sesuatu 
  Prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu 
pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu 
sebagaimana yang diperjanjikannya. 
   Adapun sifat-sifat dari prestasi itu adalah harus sudah tertentu atau 
sudah dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan (halal), 
harus ada manfaatnya bagi kreditor, biasa terdiri dari satu perbuatan atau 
serentetan perbuatan.apabila salah satu atau semua sifat ini tidak 
terpenuhi pada prestasi itu, maka perikatan itu tidak dapat menjadi tidak 
berarti, dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.38 
Bentuk-bentuk prestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUH 
Perdata, yaitu : 
 1.  Memberikan sesuatu. 
 2.  Berbuat sesuatu. 
 3.  Tidak berbuat sesuatu. 
  Sementara itu, dengan wanprestasi, atau pun yang disebut juga 
dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak 
dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang 
dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang 
disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 
  Wanprestasi sering diterjemahkan ingkar janji atau cedera janji. 
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda Wanprestatie 39 . 
                                                           
38
 Abdulkadir Muhammad, 1982,  Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm. 17 
39Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.79. 
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Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang 
disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi 
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam 
keadaan memaksa40. 
  Wanprestasi terjadi akibat tidak dilaksanakannya prestasi atau 
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap 
pihak-pihak tertentu.  
Seseorang dikatakan wanprestasi41, apabila : 
 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan atau sama sekali tidak 
memenuhi prestasi. 
 2.  Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. 
 3.  Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sempurna. 
 4.  Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
  Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya 
hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak 
yang melakukan wanprestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak 
ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tidak 
dipenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya42, yaitu karena : 
 1. Kesalahan debitor yang disebabkan karena kesengajaan atau 
kelalaian. 
 2. Keadaan memaksa (Overmacht atau Force Majeur). Keadaan 
memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh 
debitor. 
                                                           
40 Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 21 
41
 Ahmadi Miru, op.cit. hlm. 7 
42Ibid, hlm. 27-28  
46 
  Karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, maka 
peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi 
pada waktu membuat perjanjian. 
  Dalam keadaan memaksa (Overmacht) timbul persoalan risiko. 
Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan 
memaksa. Adapun akibat keadaan memaksa43, yaitu sebagai berikut : 
 1.  Kreditor tidak dapat meminta debitor untuk pemenuhan prestasi. 
 2.  Debitor tidak dapat dinyatakan salah atau lalai. 
 3.  Tidak terjadi peralihan risiko. 
 4. Pada perjanjian timbal balik, kreditor tidak dapat menuntut 
pembatalan perjanjian. 
  Untuk mengetahui kapan debitor itu berada dalam keadaan 
wanprestasi, maka perlu memperhatikan apakah dalam perjanjian itu 
ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. 
   Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1238 KUH Perdata 
menentukan bahwa : 
“Debitor adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan 
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang 
akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan.” 
 
  Apabila tidak ditentukan mengenai jangka waktunya, maka untuk 
menytakan seorang debitor melakukan wanprestasi, diperlukan surat 
peringatan tertulis atau surat perintah dari kreditor yang disebut dengan 
somasi (ingebrekestelling). Dalam surat perintah atau akta itu ditentukan 
                                                           
43 R. Setiawan, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 27-28 
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bahwa debitor segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan dalam 
perjanjian memenuhi prestasinya. Apabila seorang debitor sudah 
diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap 
tidak melakukan prestasinya, kreditor dapat meminta/ menuntut kepada 
pengadilan untuk penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah 
dibuat antara mereka. 
 
C. Objek Wisata 
 1.   Obyek wisata Pantai Labombo 
 Daerah Luwu Raya merupakan salah satu wilayah yang cukup 
menarik di provinsi Sulawesi Selatan, dimana terdapat banyak lokasi yang 
menjadi objek wisata bagi pelancong maupun wisatawan manca negara 
yang ingin berkunjung ke sana. Ada banyak lokasi yang bisa dijadikan 
referensi sebagai objek pariwisata seperti Buntu Matabing, Sungai 
Latuppa, Permandian Meli, Pantai Lemo, Danau Matano, dan juga Pantai 
Labombo44. 
 Salah satu obyek wisata yang banyak dilirik wisatawan lokal di 
Luwu Raya, khususnya kota Palopo adalah obyek wisata Pantai 
Labombo. Letaknya sebelah timur Kota Palopo. Dulunya hanya 
merupakan kerumunan pohon bakau yang tak terurus, sekarang 
hamparan pantai dengan pohon nyiur melambai. Jalan menuju kesana 
                                                           
44 http : //antossip.blogspot.com/2011/11/eksotika-pantai-labombo.html, diakses pada tanggal 7 
Agustus 2012 pukul 23.30 WITA 
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dulu juga harus melewati empang (tambak), sekarang sudah ada jalan 
khusus yang beraspal.  
 Pemandangan yang sangat berbeda yang kita temui sekarang. 
Obyek wisata satu ini menawarkan panorama alam yang begitu sejuk, 
lebih bersih, indah dan nyaman. Keindahan obyek wisata Pantai Labombo 
kian bertambah dengan hamparan pasir putih disertai dengan ombak yang 
bergulungan. 
 Mengisi musim liburan, mendekati bulan puasa dan hari raya 
lainnya, biasanya masyarakat mencari tempat rekreasi yang bernuansa 
pemandangan dan laut.  
 Selain itu, beberapa fasilitas yang bisa dinikmati di dalam antara 
lain dengan adanya bebek speadboat sebanyak 3 buah dengan harga 
sewanya hanya Rp. 10000/ 15 menit, outbond, ada juga taman bunga, 
replika taman safari dan berbagai jenis patung binatang yang bisa 
ditempati untuk mengambil momen bahagia bersama keluarga. Ada juga 
tempat memancing bagi mereka yang punya hobi mancing ditambah juga 
dengan flying fox sepanjang 30 meter.  Ada juga restoran sari laut dimana 
menyediakan ikan segar. Bagi mereka yang rombongan dan perorangan, 
untuk harga per porsinya ini berkisar Rp. 20000 sudah dapat ikan laut + 
lalapan + es kelapa muda. Fasilitas air bersih untuk cuci badan selesai 
kita mandi dihamparan pasir putih labombo dan untuk uang parkir masuk 
untuk sementara Rp. 3000 hari biasa dan hari libur Rp. 5000.  
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 Terbukti pada setiap hari raya atau hari libur, Pantai ini ramai 
dikunjungi. Dari yang sekedar menikmati pemandangan alam, atau yang 
sengaja menyempatkan diri untuk berendam, sampai yang menjadikan 
tempat ini sebagai sarana hiburan keluarga. Ada yang sendiri-sendiri, 
pasang-pasangan, berkelompok atau rombongan.  
 Melihat minat masyarakat akan pantai ini, sebenarnya cukup 
representatif untuk dikembangkan. Selain memberi hawa baru khususnya 
fasilitas hiburan bagi masyarakat, juga bisa menjadi sumber PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) Kota Palopo.  
 
2.  Jenis Obyek wisata 
 Seiring dengan perkembangan industri wisata, muncullah 
bermacam-macam jenis objek wisata yang lama kelamaan mempunyai 
cirinya tersendiri. Perkembangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
wisatawan yang saat ini melakukan perjalanan wisata berdasarkan alasan 
dan tujuan yang berbeda-beda. 
Di bawah ini, diuraikan mengenai beberapa jenis objek wisata yang 
dikelompokkan berdasarkan alasan atau motivasi serta tujuan wisatawan 
dalam melakukan suatu perjalanan wisata, antara lain45 : 
 1.  Objek Wisata Budaya 
Perjalanan ke objek wisata ini dilakukan atas dasar keinginan untuk 
memperluas pandangan hidup seseorang, dengan jalan 
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 http : // www.digilib.petra.ac.id/…/jiunkpe-ns-d3-2004-91300090-9004-sanggar_agung-
chapter2.pdf, diakses pada tanggal 18 Februari 2012 pukul 22.20 WITA 
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mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain, untuk 
mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara 
hidup, budaya, dan seni mereka.  
 2.  Objek Wisata Kesehatan 
Perjalanan seorang wisatawan ke objek wisata ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat 
sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan kesehatannya dan 
untuk beristirahat. 
 3.  Objek Wisata Olah Raga 
Wisatawan yang melakukan perjalanan ke objek wisata ini 
mempunyai tujuan untuk berolah raga atau memang sengaja 
bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olah raga di suatu 
tempat atau negara tertentu. 
 4.  Objek Wisata Komersial 
Perjalanan yang dilakukan ke objek wisata ini dengan tujuan untuk 
mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat 
komersial. 
 5.  Objek Wisata Politik  
Perjalanan ke objek wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan 
politik. 
 6.  Objek Wisata Pilgrim 
Perjalanan wisata ke tempat ini sering dihubungkan dengan 
agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan wisatawan, dan 
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biasanya mempunyai tujuan yang dihubungkan dengan niat atau 
hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, 
keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh 
berkah dan kekayaan melimpah. 
 7.  Objek Wisata Bahari 
Perjalanan ke objek wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan 
olah raga di air. Seperti memancing, berlayar, menyelam, 
berselancar, atau berkeliling melihat taman laut dengan 
pemandangan indah di bawah permukaan laut. 
 Setelah melihat jenis-jenis objek wisata di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa Pantai Labombo tergolong dalam Objek Wisata Bahari, 
karena tempat ini menawarkan berbagai atraksi wisata, seperti 
memancing, adanya speedboat dan flying fox untuk berlayar, dan 
berkeliling melihat taman bunga serta berbagai jenis patung binatang. 
 Pantai Labombo juga tergolong objek wisata kesehatan karena 
terdapat restoran sari laut yang menyediakan berbagai makanan sehat 
dan segar, serta sangat diminati oleh wisatawan untuk beristirahat demi 
kepentingan kesehatan dan beristirahat. 
 
D. Pemerintah dan Masyarakat 
 1.  Pemerintah 
 Secara harfiah atau kebahasan pemerintah berasal dari kata dasar 
perintah yang mempunyai arti kata verbal atau bentuk dari kata bekerja. 
Kata pemerintah sendiri secara leksikal ini berarti perkataan yang 
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bermaksud menyeluruh. Atau kata perintah juga berarti aba-aba atau 
komando. Atau kata perintah juga mempunyai pengertian aturan dari 
pihak atas yang harus dilakukan46. 
 Definisi pemerintah secara KBBI adalah sebuah sistem yang 
menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, 
ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian; sekelompok orang 
secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk 
menggunakan kekuasaan; penguasa suatu negara atau bagian negara; 
dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu negara seperti kabinet 
dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu DPR, MPR, dan Presiden. 
 Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai 
sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan 
dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kepemimpinan dan 
koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya 
yang membentuk sebuah lambaga dimana mereka ditempatkan. 
 Pemerintah merupakan sebuah wadah orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan di dalam sebuah lembaga yang disebut negara 
dan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. 
 
 2.  Masyarakat 
 Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk 
menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan 
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 http : //www.anneahira.com/definisi-pemerintah.htm, diakses pada tanggal 18 Februari 2012 
pukul 22.30 WITA 
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menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dsb manusia memberi 
reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi 
sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu 
masyarakat. 
a. Arti Definisi / Pengertian Masyarakat 
Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari 
beberapa ahli sosiologi dunia47. 
 1.  Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang 
hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. 
 2. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang 
menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat 
adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi 
secara ekonomi. 
 3. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau kenyataan 
objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. 
 4. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan 
kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama 
dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, 
mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar 
kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. 
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 http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-
sosial-antar-manusia, diakses pada tanggal 19 Februari 2012 pukul 11.00 
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b. Faktor-Faktor / Unsur-Unsur Masyarakat 
Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat 
unsur sebagai berikut ini : 
 1.  Beranggotakan minimal dua orang. 
 2.  Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. 
 3.  Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan 
manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-
aturan hubungan antar anggota masyarakat. 
 4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan 
serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. 
 
c. Ciri/ Kriteria Masyarakat Yang Baik 
Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi 
agar sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat48. 
 1.  Ada sistem tindakan utama. 
 2.  Saling setia pada sistem tindakan utama. 
 3.  Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota. 
 4. Sebagian atan seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/ 
reproduksi manusia. 
 
E. Perlindungan Hukum 
  Negara Indonesia merupakan Negara yang tunduk pada aturan 
hukum. Oleh karena itu setiap hal yang berhubungan dengan 
kesejahteraan hidup orang banyak tentunya perlu untuk mendapatkan 
                                                           
48 Ibid., diakses pada tanggal 19 Februari 2012 pukul 11.00 WITA 
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perlindungan hukum sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur dapat tercapai. 
Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan 
untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang 
melakukan wanprestasi49. 
Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu 
perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang 
represif. Pada perlindungan hukum yang prevetif, kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 
mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan 
hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan 
pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan 
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan50. 
Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah guna 
mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang 
dapat saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum 
                                                           
49 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 
39  
50 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu. Surabaya 1987 
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diintegrasikan sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan yang 
dimaksud tersebut bisa ditekan hingga sekecil-kecilnya. Pengorganisasian 
kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi 
kepentingan-kepentingan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
hukum hadir dari ikatan-ikatan antar individu dan masyarakat, dan antara 
individu dengan individu. Ikatan-ikatan tersebuut tercermin pada hak dan 
kewajiban. 
Berhubungan dengan hak dan kewajiban, menurut Mertokusumo, 
tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila 
kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap 
hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi 
yang isinya disatu pihak “hak” sedangkan dipihak lain “kewajiban”. Tak 
ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. 
Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah 
melainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu 
pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak 
maka ada kewajiban.    
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
  Penelitian ini dilaksanakan di kota Palopo bagian selatan, tepatnya 
pada Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, dengan 
pertimbangan bahwa karena di sana objek wisatanya sehingga perlu 
ditinjau ulang dan diharapkan memudahkan penulis dalam memperoleh 
data mengenai karya ilmiah yang penulis susun. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
  Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut : 
1.  Penelitian Kepustakaan 
Pada penelitian ini penulis menelaah data-data berupa buku-buku 
literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang 
ada kaitannya dan mendukung penelitian ini. 
2.  Penelitian Lapangan (Wawancara) 
Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, Penulis melakukan 
wawancara secara langsung kepada responden yang terkait dengan 
penelitian ini, yaitu ketua Kerukunan Keluarga Surutanga (KKS) yaitu 
Muhammad Ridwan Nawawi, masyarakat / warga Surutanga, pihak 
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CV. Vista, dan pemerintah kota Palopo, khususnya pihak Kantor Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1.  Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
penelitian. Dalam hal ini wawancara kepada responden. 
2.  Data Sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh 
secara tidak langsung oleh peneliti. Dalam hal ini dokumen, arsip serta 
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
  Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif, yang selanjutnya disajikan secara sistimatis yaitu 
dengan membuat uraian-uraian berdasarkan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian. Setelah terkumpul, data tersebut dikelompokkan 
berdasarkan kesegaraman, sehingga dapat memudahkan dalam 
penalarannya, kemudian diuraikan secara deskriptif sehingga dapat 
menggambarkan keadaan yang terjadi. 
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BAB V  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Objek Wisata Labombo 
antara Pemerintah kota dan Masyarakat Surutanga di Kota 
Palopo 
  Pelaksanaan perjanjian merupakan hal penting dalam proses 
pengelolaannya karena timbulnya hubungan hukum di antara para pihak 
yang terlibat dalam perjanjian dan menjamin kepastian hukum dalam 
hubungan para pihak yang akan menguntungkan dan memberi manfaat 
bagi para pihak51.  
  Di awal, Pantai Labombo dulunya hanya merupakan pantai yang 
kumuh, jorok, kotor, terbengkalai dan terlantar, dengan kerumunan pohon 
bakau yang tak terurus. Dikenal sebagai pantai „liar‟ karena sampah 
berserakan dimana-mana tanpa fasilitas penunjang. Di sana juga menjadi 
tempat maksiat dan tempat minum untuk mabuk-mabukan bagi para 
warga yang tidak punya aktivitas. Jalan menuju ke sanapun harus 
melewati empang (tambak) milik warga. Lokasi pantai yang sebelumnya 
terserang abrasi pantai, bahkan dikatakan abrasi yang paling parah terjadi 
di Sulawesi Selatan pada saat itu adalah di Pantai Labombo. 
                                                           
51 Ivana, pelaksanaan perjanjian jual beli bai’al istishna’ (pemesanaan) pada bank syariah, Skripsi. 
Universitas Hasanuddin. Makassar 2005 hlm. 32  
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  Dengan melihat kondisi pantai yang sedemikian buruk, pemerintah 
kota Palopo berusaha mencari cara agar pantai tersebut bisa menjadi 
salah satu ciri pengembangan pembangunan kota Palopo. Langkah awal 
yang dilakukan yaitu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak 
swasta karena anggaran pemerintah yang kurang. Tempat ini telah mulai 
dibuka sebagai obyek wisata sekitar tahun 2006. Namun mulai dikelola 
secara baik pada Maret 2009. Pembangunannya dimulai dengan 
merehabilitasi lokasi pantai yang sebelumnya terserang abrasi pantai, 
dengan pembangunan tanggul yang menjadi penangkal ombak.  
  Obyek wisata Pantai Labombo sekarang dengan yang dulu sudah 
sangat jauh berbeda. Pantai Labombo sekarang sudah jauh lebih 
berkembang dari yang dulu. Sekarang menawarkan panorama alam yang 
begitu sejuk, lebih bersih, indah, dan nyaman sehingga bisa menjadi 
pilihan berwisata bagi para pengunjung. Keindahan obyek wisata Pantai 
Labombo kian bertambah dengan hamparan pasir putih disertai dengan 
ombak yang bergulungan.   
  Jalanan sekarang sudah ada jalan khusus yang beraspal yang 
menghubungkan antara wilayah perumahan dengan pantai Labombo 
sehingga sangat mempermudah akses untuk beroperasi kegiatan apapun 
di kawasan Pantai Labombo tersebut. 
  Sepanjang kawasan pantai dipenuhi barisan pohon kelapa dan 
beberapa gazebo terbangun indah. Ada juga taman bunga, replika taman 
safari dan berbagai jenis patung binatang yang bisa ditempati untuk 
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mengambil momen bahagia bersama keluarga. Ditambah juga dengan 
flying fox sepanjang 30 meter dan restoran sari laut yang menyediakan 
ikan-ikan segar. Dengan pembangunan tersebut, kini pantai Labombo kini 
lebih terawat daripada sebelumnya dan menjadi salah satu pusat 
perhatian untuk menjadi pilihan wisata di kota Palopo. 
  Mengacu pada hal tenaga kerja, di dalam kawasan Pantai 
Labombo sendiri, mata pencaharian masyarakat pun beraneka ragam, di 
antaranya adalah nelayan, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Petani 
Rumput Laut (PRL).  
  Nelayan yang hidup di kota Palopo sehari-harinya bekerja 
menangkap ikan yang hidup di dasar, kolom, maupun permukaan 
perairan. Rata-rata mereka masih menggunakan peralatan yang 
sederhana dalam menangkap ikan seperti jala. Kebanyakan hanya 
mengandalkan melaut saja sebagai sumber pendapatan utamanya. Hiruk 
pikuk nelayan dengan rentetan aktivitas dapat disaksikan bila berkunjung 
pada jam yang tepat. Pagi hari, biasanya para nelayan berangkat menuju 
lautan dengan menggunakan perahu-perahu bermotor yag dimilikinya. 
Sementara menjelang siang, seperti saat Penulis berkunjung, para 
nelayan biasanya telah kembali membawa ikan hasil tangkapan yang 
kemudian disetor ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kota Palopo yang 
berada di dekat pelabuhan. Hidup mereka sangat tergantung pada hasil 
laut. Jika mereka memaksa laut yang tidak bersahabat, maka hasilnya 
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tidak akan sebanding dengan biaya melautnya. Tetapi bagi para nelayan, 
laut adalah kehidupan tempat mereka mengais rejeki52. 
  Beberapa kapal nelayan hanya disewa dari para pemilik kapal. 
Melaut atau tidak melaut, mempunyai penghasilan atau tidak para nelayan 
itu tetap harus membayar sewa kapalnya.  
  Petani Rumput Laut (PRL) di Kawasan Pantai Labombo punya 
cerita tersendiri. Mereka beranjak di pagi hari dari rumah melalui pantai 
labombo untuk ke laut menggunakan perahu mereka, dan kebanyakan 
pulang di sore hari dengan hasil rumput laut yang cukup lumayan. Di sana 
ada lebih dari 20 kepala keluarga yang menjadi PRL, dan beberapa 
pengusaha yang biasanya memberikan modal dan membeli kembali hasil 
dari panen rumput laut yang diusahakan oleh petani. Tetapi lebih 
kebanyakan bekerja sebagai PRL untuk kehidupan pribadi mereka 
masing-masing. 
  Pengolahan rumput laut menjadi bahan baku telah banyak 
dilakukan para petani di kelurahan Surutanga. Rumput laut mereka 
bersihkan dari kotoran, seperti pasir, batu-batuan, kemudian dipisahkan 
dari jenis yang satu dengan yang lain. Setelah bersih, rumput laut dijemur 
sampai kering. Para petani kebanyakan menjemur rumput laut hasil 
mereka di tepi jalan masuk pantai Labombo. Bila cuaca cukup baik, 
penjemuran hanya membutuhkan 3 hari. Rumput laut dijemur di atas para-
para dan yang telah kering ditandai dengan keluarnya garam.  
                                                           
52 Amir, Nelayan. Wawancara. 21 September 2012 
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  Rumput laut yang bersih dan kering mereka masukkan ke dalam 
karung goni dengan cara dipadatkan atau tidak dipadatkan. Apabila 
dipadatkan, dalam satu karung dapat berisi 100 kg rumput laut, 
sedangkan apabila tidak dipadatkan hanya berisi 60 kg rumput laut.  
  Para petani ini masing-masing sudah mempunyai kapling lahan di 
laut untuk menanam rumput laut yang berlokasi beberapa meter dari tepi 
pantai Labombo. Kapling lahan tersebut dengan ukuran tertentu diberi 
patok-patok sebagai batas wilayah dari masing-masing petani. Petani 
dapat memanen rumput laut dalam waktu 30 hari setelah bibit yang 
disiapkan ditanam di bedeng-bedeng dilaut. Rumput laut hanya dihargai 
sekitar Rp. 5.000,- per kilogramnya.  
  Setelah panen, tidak semua rumput laut bisa dijual kepada 
pengusaha, para petani  harus menyisakan sejumlah rumput laut yang 
bagus dan memenuhi syarat untuk dijadikan bibit yang akan digunakan 
pada periode penanaman berikutnya. Rumput laut yang dijadikan bibit 
harus mempunyai cabang-cabang yang banyak sehingga bisa diikatkan 
kembali dengan tali rafia pada untaian tali nilon yang panjang yang 
berfungsi sebagai rumpon. Sedangkan rumput laut yang kecil dan tidak 
memiliki cabang-cabang yang banyak dipisahkan ke dalam keranjang 
bambu  khusus yang nantinya akan dijemur dan dijadikan sebagai bahan 
dasar agar-agar53. 
                                                           
53 Pak Toto’, Petani Rumut Laut. Wawancara. 24 September 2012 
64 
  Berbeda dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kawasan 
Pantai. Sebelum dikelola oleh swasta, sudah terdapat beberapa penduduk 
lokal yang berjualan di sana. Di kawasan pantai, merupakan salah satu 
bagian dari sektor informal tempat pencarian nafkah bagi sebagian 
masyarakat Surutanga di kota Palopo. Ternyata PKL merupakan salah 
satu bentuk mata pencaharian pokok karena usahanya itu dilakukan 
setiap hari dan sebagian pelakunya adalah istri dari kepala keluarga yang 
kebanyakan adalah seorang nelayan atau PRL. Ada yang berjualan 
makanan, minuman, es kelapa muda, bahkan ballo (minuman keras 
tradisional Bugis Makassar). Mereka berjualan dari pagi hari sampai 
malam hari. Tetapi setelah dikelola oleh swasta, sudah banyak terdapat 
PKL yang berasal dari luar, bahkan dari keluarga pihak pengelola pun 
banyak yang mengambil peran untuk berdagang di kawasan tersebut.  
  Di dalam masyarakat Surutanga, sangat banyak gagasan, nilai-
nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, 
penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota 
masyarakatnya dalam memperjuangkan dan mewujudkan pembangunan 
Masyarakat Surutanga di segala bidang. 
  Pandangan dan sikap masyarakat Surutanga yang demikian 
merupakan refleksi dari perjalanan masa lalu yang ditandai dengan 
keberadaan yang unik dan berbeda sebagai masyarakat yang berdaulat. 
Keberadaan yang unik dan berbeda tersebut lahir dari sejarah panjang 
sebuah kerajaan yang menekankan demokrasi dan kebersamaan.  
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  Dengan dasar pemikiran tersebut di atas dan didorong oleh 
keinginan yang luhur, masyarakat Surutanga menghimpun diri dalam satu 
kesatuan.  
  Masyarakat Surutanga pada dasarnya merupakan masyarakat 
yang religius, beradat dan berbudaya, bersifat heterogen dan menghargai  
kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat  berdasarkan  agama  
yang dianut, penduduk masyarakat Surutanga mayoritas beragama  
Islam, agama islam sebagai agama mayoritas penduduk pada tahun  
2012 memiliki rumah ibadah mencapai 3 unit, mushollah 1 unit, 
sedangkan gereja, pura, dan wihara tidak ada sama sekali54.   
  Melihat posisi dan potensi ini, sejumlah besar masyarakat di sana 
merupakan pendatang dari luar Palopo yang berdiam dan mencari hidup 
di daerah ini. Para pendatang ini berasal dari daerah Tana Toraja, suku 
Bugis dan Makassar, serta Jawa. Umumnya mereka datang berkebun dan 
berdagang di Kota Palopo. Seharusnya dan kenyataannya keberadaan 
para pendatang yang berbaur dengan masyarakat setempat dan ikut 
menghidupkan Palopo, menjadikan daerah tersebut kaya dengan ragam 
budaya dan tradisi. 
  Namun, dalam perkembangannya tak bisa dipungkiri keragaman ini 
kerap pula menimbulkan benturan satu sama lain. Setidaknya hampir 
setiap saat, ada saja perselisihan bahkan kesalahpahaman kecil antar-
anggota masyarakat yang kemudian menyulut pertikaian mulai dari warga 
                                                           
54 Buku Kecamatan Wara Timur dalam Angka Tahun 2011 
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antar lorong hingga antar desa, bahkan antar suku. Malahan beberapa 
kali pertikaian besar berakhir dengan korban jiwa, pembakaran rumah, 
dan pengungsian. 
  Agaknya alasan ini pula yang kemudian melahirkan ide pemerintah 
untuk mengembangkan pariwisata budaya di daerah ini. Sederhana saja 
dasar pemikirannya, keragaman budaya dan tradisi adalah sesuatu yang 
selalu menarik perhatian. Jadi dengan menjadi kota wisata budaya, 
pertikaian kelompok akan mereda. 
  Terciptanya suasana damai, aman dan tenteram bagi pemeluk 
agama untuk menjalankan dan mengembangkan syariat agamanya 
masing-masing. Itulah yang membuat mengapa kota Palopo dikatakan 
Kota Religi. Kota Adat / Budaya, juga menjadi sapaan akrab bagi kota 
Palopo karena terciptanya kegiatan pengalihan dan pengembangan adat 
dan budaya Luwu dalam etika bermasyarakat dan dalam memelihara 
penegakan hukum dan pelestarian lingkungan hidupnya.  
  Berbicara mengenai perjanjian pengelolaan yang ada di kota 
Palopo, khususnya antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 
masyarakat Surutanga, maka berdasarkan hasil penelitian Penulis pada 
tanggal 20 - 28 September 2012, menurut Muhammad Ridwan Nawawi 
selaku Ketua Kerukunan Keluarga Surutanga (KKS), bahwa perjanjian 
pengelolaan yang dibuat antara pemerintah dengan masyarakat, telah 
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dipihak ketigakan kepada CV. Vista tanpa sepengetahuan masyarakat 
Surutanga55.  
  Dalam hal memberikan hak untuk mengelola pantai Labombo, yang 
harus bertanggung jawab secara penuh mengenai ketentuan yang 
ditetapkan adalah Pemerintah Kota (Pemerintah kota) Palopo yang telah 
memberikan kuasa kepada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Kadisbudpar). 
  Isi perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat Surutanga 
yaitu : 
“Tidak akan memihak ketigakan pengelolaan obyek wisata pantai 
Labombo. Namun jika akan dilakukan pemihakketigaan dengan 
alasan untuk kepentingan umum, maka akan diadakan 
kesepakatan kembali antara masyarakat dan pemerintah”. Dengan 
adanya perjanjian ini, maka tidak akan menghalangi mata 
pencaharian masyarakat sekitar kawasan pantai (nelayan, PKL, 
PRL) untuk menghidupi keluarganya. Begitupun dengan fasilitas 
yang digunakan akan melibatkan masyarakat sekitar, baik itu dalam 
hal tenaga kerja untuk membangun fasilitas hingga menjalankan 
fasilitas tersebut sebagaimana fungsinya. Dengan begitu, 
pemerintah juga akan tetap berpedoman pada kearifan lokal, 
agama, etika, budaya, dan adat-adat istiadat yang berlaku dalam 
masyarakat. 
 
  Secara baku, perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak telah hilang karena bergantinya kepala kelurahan. Tetapi dapat 
dibuktikan kebenaran adanya perjanjian tersebut dengan adanya 
pembatalan 15 Surat Keterangan Tanah (SKT) dari orang-orang yang 
mengaku punya tanah di kawasan pantai padahal tidak punya nenek 
moyang di sana. Artinya bahwa sebelum itu telah ada SKT yang dimiliki 
                                                           
55 Wawancara. 21 September 2012 
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oleh masyarakat asli Surutanga sebelumnya. Hal itu dilakukan dalam 
rangka menjaga / mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi, 
berkaitan dengan adanya pembangunan / pengembangan kawasan obyek 
wisata tersebut56.  
  Setelah terjadinya perjanjian tersebut, Drs. H.P.A. Tenriadjeng, 
M.Si. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Walikota Palopo 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Surat 
Pimpinan DPRD Kota Palopo Nomor 170/257/DPRD-K/VIII/2009 tanggal 4 
Agustus 2009 Perihal Persetujuan Prinsip Kerjasama Pengelolaan 
Kawasan Pantai Labombo melakukan kesepakatan bersama (Memory of 
Understanding) dengan Markus Tarukallo yang dalam hal ini bertindak 
dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Vista berdasarkan surat CV. Vista 
Nomor : 011/Dirut-Vista/III/09 tanggal 12 Maret 2009 perihal permohonan 
pengelolaan obyek wisata Pantai Labombo. 
  Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, kedua belah pihak 
telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan pengelolaan Kawasan  
Obyek Wisata Pantai Labombo (KOWPL) dengan prinsip :  
“efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan 
bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan umum, 
persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian 
hukum"57. 
 
                                                           
56
 Akmal Hasan, Lurah Surutanga. Wawancara. 22 September 2012 
57 Lampiran 
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  Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan 
sarana KOWPL dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas 
pemanfaatan KOWPL yang memiliki konsep pengembangan yang tepat, 
agar menarik para pengunjung untuk datang menikmati panorama pantai 
yang bersih, indah, dan menarik.  Dalam melaksanakan pengelolaan 
usaha ini juga, kedua belah pihak sepakat untuk berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
kearifan lokal, agama, kesopanan, dan adat istiadat yang berlaku di 
tengah masyarakat khususnya di sekitar KOWPL. 
  Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, CV. Vista selaku 
perusahaan swasta yang menata dan mengembangkan KOWPL, telah 
diatur dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan KOWPL. 
  Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi kegiatan yang terfokus 
pada upaya penataan dan pengembangan beberapa fasilitas dan sarana 
pendukung sebagai Kawasan Wisata Pantai dengan kegiatan tersebut, 
antara lain penataan taman, pembuatan fasilitas umum dan fasilitas 
khusus, panggung hiburan, restoran dan kios minuman. 
Di dalam hal pengelolaan tersebut, walikota Palopo mempunyai hak, yaitu: 
 a. Memonitoring, mengevaluasi dan memberikan masukan atas 
pelaksanaan kegiatan penataan dan pengembangan KOWPL. 
 b.  Menggunakan fasilitas pada KOWPL jika sewaktu-waktu digunakan 
untuk kepentingan Pemerintah kota Palopo. 
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sedangkan kewajibannya adalah : 
 a.  Menentukan lokasi KOWPL sebagai objek pengelolaan. 
 b.  Menjamin keamanan dan perlindungan usaha di KOWPL. 
Di pihak lain, Markus Tarukallo sendiri sebagai pihak pengelola berhak 
untuk : 
 a.  Mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan usaha di 
KOWPL. 
 b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka 
pengembangan KOWPL. 
Sedangkan kewajibannya adalah : 
 a.  Memenuhi permintaan Walikota Palopo untuk menggunakan 
fasilitas dalam KOWPL jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh 
Pemerintah kota Palopo. 
 b. Membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan perundang-
undangan. 
 c. Menyetor hasil kerjasama berupa uang kepada pihak pertama 
berdasarkan mekanisme perundang-undangan.  
 d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada walikota Palopo 
tentang perkembangan kegiatan penanganan dan pengelolaan 
KOWPL. 
  Hasil kerjasama tersebut merupakan hasil kerjasama daerah yang 
menjadi hak daerah berupa uang, yang disetor oleh direktur CV. Vista 
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kepada Walikota Palopo melalui kas daerah sebagai Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  Untuk pelaksanaan teknis pengelolaan yang meliputi pembagian 
kontribusi yang akan diterima oleh walikota Palopo dari direktur CV. Vista 
atas pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah KOWPL secara rinci akan 
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan yang tidak 
terpisahkan dari skripsi ini.  
  Dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, maka 
dalam kurun waktu 4 hari pada tanggal 31 Agustus 2009, Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, M.Si. sebagai Walikota Palopo memberikan kuasa kepada H. 
Muhammad Najib Kasim, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Palopo untuk melakukan Perjanjian Kerjasama 
dengan CV. Vista mengenai pengelolaan KOWPL sebagai instansi yang 
lebih terkait dalam pelaksanaan pengelolaan obyek wisata ini. 
  Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 telah terjadi 
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kota Palopo dengan CV. Vista 
Nomor : 556/636/BPMD/VIII/2009 ; 014/Dirut-Vista/VIII/2009 tentang 
Pengelolaan KOWPL Kota Palopo. Namun, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah, dan Surat Pimpinan DPRD Kota Palopo 
Nomor : 170/257/DPRD-K/VIII/2009 perihal Persetujuan Prinsip 
Kerjasama Pengelolaan KOWPL, maka hari senin tanggal 31 Agustus 
2009 telah diberikan kuasa kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
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sebagai instansi yang terkait lewat Surat Kuasa Nomor : 
180/214/HUK/VIII/2009.  
  Pada hari yang sama, telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palopo dengan CV. Vista Nomor : 
218/DISBUDPAR/VIII/2009 ; 014/Dirut-Vista/VIII/09 tentang Kerjasama 
Pengelolaan KOWPL Kota Palopo sebagai tindak lanjut dari kesepakatan 
bersama tersebut. 
  Dalam kesepakatan bersama sebelumnya tentang Pengelolaan 
KOWPL, H. Muhammad Najib Kasim dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah kota Palopo telah saling setuju dan sepakat untuk 
melakukan perjanjian kerjasama dengan Markus Tarukallo yang dalam hal 
ini bertindak atas nama CV. Vista sesuai dalam pengelolaan KOWPL Kota 
Palopo. 
  Kedua belah pihak telah sepakat melakukan kerjasama 
pengelolaan KOWPL di Kota Palopo dengan maksud dan tujuan sebagai 
berikut : 
 1.  Melaksanakan Pengelolaan KOWPL dalam hal peningkatan 
pengembangan pengelolaan kawasan wisata pantai yang memiliki 
prospek dan nilai jual serta daya tarik untuk dikunjungi oleh 
wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara sebagai perwujudan 
terlaksananya Dimensi Pariwisata. 
 2. Dalam melaksanakan pengelolaan usaha, di KOWPL, kedua belah 
pihak sepakat untuk berpedoman pada ketentuan peraturan 
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perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan 
lokal, agama, etika, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di 
tengah masyarakat khususnya di sekitar KOWPL Kota Palopo. 
 3.  Meningkatkan efektifas pemanfaatan KOWPL yang memiliki 
konsep pengembangan Destinasi Pariwisata yang tepat, agar 
menarik pengunjung untuk datang menikmati Kawasan Pantai yang 
bersih, indah, nyaman, dan menarik. 
Ruang lingkup perjanjian tersebut meliputi kegiatan yang terfokus pada 
upaya Penataan dan Pengembangan beberapa fasilitas serta sarana 
pendukung sebagai KOWPL dengan kegiatan sebagai berikut : 
 a.  Pembuatan toilet semi permanen dan fasilitas sarana air bersih. 
 b.  Pembuatan kamar ganti. 
 c.  Pembuatan dan penataan taman. 
 d.  Pembangunan kantor pengelola. 
 e.  Pembangunan restoran dan gazebo. 
 f.  Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 
 g.  Pembuatan loket dan pos jaga. 
 h.  Pembuatan menara pengawas dan fasilitas keselamatan. 
 i.  Reklamasi dan pembuatan panggung pertunjukan. 
Dalam pengelolaan KOWPL, H. Muhammad Najib Kasim mewakili 
Pemerintah kota Palopo mempunyai hak, yaitu : 
 a.  Memonitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
  KOWPL. 
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 b.  Memberikan saran atau teguran pertama sampai teguran ketiga 
kepada Markus Tarukallo mewakili CV. Vista sesuai hasil 
monitoring dan evaluasi secara tertulis. 
 c.  Memberikan sanksi berupa pembatalan kerjasama kepada CV. 
Vista apabila tidak mematuhi teguran ketiga dari Kadis Kebudayaan 
dan Pariwisata paling lambat 3 bulan setelah penyampaian surat 
teguran. 
 d.  Atas semua fasilitas yang tidak bergerak, yang terdapat dalam 
KOWPL. 
 e.  Menggunakan fasilitas pada KOWPL jika sewaktu-waktu diperlukan 
untuk kepentingan Pemerintah kota Palopo dengan mengajukan 
permohonan tertulis paling lambat 2 hari sebelum digunakan. 
 f.  Menerima kontribusi hasil kerjasama pengelolaan KOWPL. 
 g.  Mengelola area parkir khusus KOWPL kota Palopo. 
Sedangkan kewajibannya terhadap pihak CV. Vista adalah : 
 a.  Memberikan perlindungan usaha di KOWPL. 
 b.  Memberikan peluang usaha pengelolaan KOWPL. 
 c.  Menetapkan lokasi KOWPL  sebagai objek pengelolaan KOWPL. 
Dilain pihak, CV. Vista sendiri memiliki hak, antara lain : 
 a.  Mendapatkan peluang usaha pengelolaan KOWPL. 
 b.  Menetapkan tarif masuk ke KOWPL berdasarkan konsultasi 
dengan pihak dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palopo. 
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 c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka   
  pengembangan KOWPL. 
 d.  Mengatur dan atau menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada  
  dalam KOWPL. 
 e.  Mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerjasama 1 tahun 
sebelum berakhir masa kontrak kepada dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata kota Palopo. 
Sedangkan kewajiban CV. Vista kepada kadis Kebudayaan dan 
Pariwisata kota Palopo, yaitu : 
 a. Memenuhi persyaratan perizinan dan membayar pajak serta 
retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan. 
 b.  Menyetor kontribusi hasil kerjasama. 
 c. Memenuhi permintaan kadis Kebudayaan dan Pariwisata kota 
Palopo untuk menggunakan fasilitas dalam KOWPL jika sewaktu-
waktu dibutuhkan oleh Pemerintah kota Palopo. 
 d. Menyampaikan laporan secara berkala per Triwulan tentang  
  perkembangan kegiatan penanganan dan pengelolaan KOWPL 
  Dalam hal ini, tanpa sepengetahuan masyarakat Surutanga 
pemerintah melakukan perjanjian kerjasama baru dengan pihak ketiga, 
dalam hal ini CV. Vista. Hal ini ditandai dengan terbitnya Perjanjian 
Kerjasama tersebut di atas.  
  Di dalam perjanjian tersebut, salah satu hak pihak CV. Vista yaitu 
mengatur dan atau menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dalam 
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KOWPL. Tetapi hal itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal-hal 
yang menjadi kerugian masyarakat akibat wanprestasi (ingkar janji) 
tersebut yaitu : 
 1.  Mata pencaharian warga yang berada di KOWPL hilang karena 
para PKL di dalam digusur karena dikatakan tidak layak berjualan 
karena mengotori pantai.  
 2.  Akses PRL ke laut itu di larang padahal hanya melalui Pantai 
Labombo satu-satunya akses PRL untuk menuju ke laut. 
 3.  Nelayan yang mendekat di wilayah sekitar pantai itu dilarang  
  karena merusak pemandangan. Sehingga wilayahnya dibatasi oleh 
  pihak CV. Vista. 
 4.  Adanya kebisingan warga dengan adanya THM karena beroperasi  
  sampai subuh. 
  Di dalam hal pengelolaan obyek wisata itu sendiri, CV. Vista yang 
mengelola pantai secara pribadi, tidak melibatkan masyarakat lokal dalam 
hal tenaga kerja untuk membangun fasilitas hingga menjalankan fasilitas 
tersebut sebagaimana fungsinya. Semua tenaga kerja yang berada di 
dalam kawasan Pantai adalah orang dari pihak CV. Vista, bukan 
masyarakat lokal. Hal ini jelas melanggar perjanjian awal antara 
pemerintah dengan masyarakat Surutanga. 
  Sehubungan dengan itu, di kawasan pantai juga sering diadakan 
kebaktian. Apalagi dengan didirikannya berbagai Tempat Hiburan Malam 
(THM) yang identik dengan minuman keras. Hal ini jelas sangat 
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melanggar perjanjian yang telah dibuat karena nilai-nilai kearifan lokal dan 
agama tidak dijunjung tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
  Kota Palopo merupakan kota religi, yang berarti sangat kental 
terhadap keagaaman. Khususnya di kawasan Labombo kelurahan 
Surutanga sendiri, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini : 
NO. KEPERCAYAAN JUMLAH 
1 Islam 4841 
2 Protestan 160 
3 Katolik 16 
4 Hindu 27 
5 Budha 0 
 JUMLAH WARGA TOTAL 5044 
Sumber data : Kantor Lurah Surutanga 2012 
  Jadi di kelurahan Surutanga sendiri, mayoritas penduduknya 96% 
itu beragama Islam. Jadi di wilayah pesisir itu sangat sedikit yang 
beragama selain Islam 58 . Bagi masyarakat yang beragama lain itu 
kebanyakan bermukim di wilayah pegunungan.  
  Dengan hal tersebut, jadi apabila diadakan kebaktian di dalam 
kawasan Pantai, apalagi pemilik THM yang kebanyakan non-muslim, 
maka mengacu pada perjanjian kerjasama tersebut di atas, tidak 
terlaksana sebagaimana mestinya. Alasan untuk kepentingan umum itu 
                                                           
58 Sumber Data : Kantor Lurah Surutanga, 25 September 2012 
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sendiri, tidak terealisasi. Karena secara pengertian, kepentingan umum 
adalah kepentingan banyak orang yang untuk mengaksesnya, tidak 
mensyaratkan beban tertentu.  
Jadi, pelaksanaan perjanjian pengelolaan obyek wisata Pantai Labombo 
tidak dijalankan dengan baik dan benar oleh CV. Vista terhadap 
Masyarakat Surutanga di Kota Palopo.  
 
B. Perlindungan Hukum Pemerintah terhadap Warga Masyarakat 
Surutanga di Kota Palopo atas Perjanjian Pengelolaan Objek 
Wisata Pantai Labombo oleh Pihak Ketiga 
  Negara Indonesia merupakan Negara yang tunduk pada aturan 
hukum. Oleh karena itu setiap hal yang berhubungan dengan 
kesejahteraan hidup orang banyak tentunya perlu untuk mendapatkan 
perlindungan hukum sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur dapat tercapai. 
  Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan 
untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang 
melakukan wanprestasi59. 
  Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu 
perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang 
represif. Pada perlindungan hukum yang prevetif, kepada rakyat diberikan 
                                                           
59
 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm.      
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kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 
mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan 
hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan 
pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan 
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan60. 
  Menurut Bapak Muhlis sebagai ketua RT kelurahan Surutanga 
mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Surutanga sangat 
menghormati nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan nenek moyang 
mereka. Tetapi setelah pengelolaan Pantai Labombo dipihakketigakan 
bahkan beberapa orang tua yang menjadi tokoh adat masyarakat 
Surutanga sudah berpindah ke kelurahan lain karena menganggap sudah 
hilangnya kebudayaan warisan leluhur yang selama ini telah menjadi 
identitas dari masyarakat Surutanga itu sendiri.  
   Faktor penyebab yang membuat hal itu terjadi adalah pemerintah 
tidak ada sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil kepada 
masyarakat sebelum memihakketigakan obyek wisata Pantai Labombo. 
                                                           
60 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu. Surabaya 1987 
80 
Rencana Pemerintah yang disepakati oleh DPRD dan walikota sebagai 
bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Surutanga, yaitu61 : 
1. Parkiran dikelola oleh warga. 
2. Telah adanya akses jalan tani rumput. 
3. Akan dibuatkan tambatan perahu untuk nelayan. 
4. Dilokasi pantai akan dibuatkan 12 unit loss jualan secara permanen. 
  Sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah setempat 
yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai bentuk tanggung 
jawabnya. Sehingga mengakibatkan sampai sekarang masih ada 
sebagian besar dari masyarakat Surutanga kawasan Pantai Labombo 
yang masih belum mempunyai mata pencaharian lagi.  
  Pemerintah seharusnya lebih memberikan perhatian terhadap hal 
tersebut, karena mereka merupakan subjek hukum yang mempunyai hak 
dan kewajiban sebagai warga negara. 
  Pada dasarnya, masyarakat Surutanga yang sangat dirugikan 
mempunyai hak untuk dilindungi dengan memperhatikan pada salah satu 
fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sebagaimana 
Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa secara keseluruhan fungsi hukum 
adalah meliputi62 : 
                                                           
61 Muhammad Ridwan Nawawi, Ketua KKS. Wawancara. 21 September 2012 
62
 Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Introduction to the 
Indonesian Administrative Law, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, Hlm. 28 
81 
 1. Sarana-sarana (instrumen) bagi penguasa untuk mengatur, 
menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan 
masyarakat; 
 2. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses 
penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses 
penentuan kebijaksanaan; 
 3.  Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; 
 4.  Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. 
  Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota 
Palopo untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, termasuk dalam melakukan kegiatan penerbitan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yakni melahirkan sistem-
sistem perizinan, dimana izin merupakan salah satu instrumen 
pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat 
agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pengelolaan Objek Wisata Pantai Labombo yang berada di 
kelurahan Surutanga jelas telah dipihakketigakan secara sepihak 
oleh Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diberikan 
kuasa oleh Pemerintah Kota Palopo sebagai instansi yang lebih 
terkait kepada perusahaan swasta yaitu CV. Vista. Hal ini tentunya 
melanggar perjanjian (wanprestasi) terhadap perjanjian awal yang 
telah dibuat oleh masyarakat Surutanga dengan Pemerintah Kota 
Palopo, sehingga masyarakat sebagai pihak yang terkait secara 
hukum mempunyai hak untuk dilindungi dengan diperhatikan dalam 
pelaksanaan pengelolaan obyek wisata Pantai Labombo tersebut. 
2. Sampai sekarang rencana Pemerintah yang disepakati oleh DPRD 
dan Walikota sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat 
Surutanga belum terealisasi sepenuhnya sehingga sampai 
sekarang masih ada sebagian besar dari masyarakat Surutanga 
kawasan Pantai Labombo yang masih belum memiliki mata 
pencaharian lagi. 
 
B. Saran 
 1.  Mestinya ada penyerahan / pengalihan aset kepada masyarakat 
Surutanga pada saat pengembangan kota. Sehingga masyarakat 
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Surutanga dapat terlibat sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan 
dalam pengembangan pengelolaan obyek wisata Pantai Labombo 
di kota Palopo. 
 2.  Diharapkan kedepannya, Pemerintah dalam upayanya menangani 
permasalahan dalam KOWPL dapat bekerja dengan optimal 
dengan meninjau secara langsung masyarakat Surutanga sebagai 
subyek hukum yang berkepentingan. Serta melaksanakan 
sosialisasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat 
di luar dan di dalam kawasan Pantai Labombo. 
 
